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   BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata tingkat kepatuhan 

pengungkapan wajib (DISC) adalah 0,782185 atau sebesar 78,22% untuk tahun 

anggaran 2015 sampai dengan 2019 pada laporan keuangan pemerintah kabupaten 

dan kota di provini Sumatera Selatan. Tingkat kepatuhan pengungkapan wajib 

(DISC) mengalami peningkatan pengungkapan informasi yang menunjukkan 

bahwa pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan telah 

berusaha untuk terus memperbaiki kualitas pengungkapan informasi dalam 

laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dalam penelitian ini menemukan 

bahwa: 

Secara parsial:  

1. Variabel independen yaitu Ukuran Legislatif (LEG) terbukti memberikan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan 

Pengungkapan Wajib (DISC). 

2. Variabel independen yaitu Temuan Audit BPK (FIND) terbukti tidak 

memberikan pengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib 

(DISC). 

Secara simultan: 

Semua variabel independen yaitu Ukuran Legislatif (LEG) dan Temuan 

Audit BPK (FIND) secara bersama-sama atau secara simultan, berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel dependen Tingkat Kepatuhan 

Pengungkapan Wajib (DISC) memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

yaitu sebesar 0,000 serta F-hitung lebih besar dari F-tabel yaitu 29,142>3,11. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen bersama-sama 

memiliki pengaruh. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka ada beberapa hal yang 

disarankan terkait dengan penelitian, antara lain: 

1. Variabel Ukuran Legislatif (LEG) terbukti berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (DISC). 

Diharapkan variabel bebas tersebut dapat terus menjadi pertimbangan bagi 

pemerintah kabupaten dan kota dalam meningkatkan pengungkapan 

informasi pada laporan keuangan pemerintah daerah agar pelaporan yang 

disampaikan dalam LKPD menjadi lebih baik setiap tahunnya. 

2. Variabel Temuan Audit BPK yang tidak memberikan pengaruh dengan 

proksi perhitungan jumlah temuan audit. Sebaiknya tidak hanya 

diproksikan dengan jumlah temuan sistem pengandalian intern dan 

kepatuhan terhadap perundang-undangan, karena nilainya tidak material. 

Penggunaan jumlah temuan audit BPK dapat digantikan dengan proksi 

kualitas temuan dapat digunakan dalam menentukan tingkat materialitas 

suatu temuan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya agar menambah luas wilayah penelitian, yakni 

pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia untuk mendapatkan hasil 

yang lebih akurat.  

4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel 

independen lain yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan pengungkapan wajib seperti tingkat penyimpangan hasil 

audit BPK dan rekomendasi tindaklanjut hasil audit BPK. 
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